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Berangkat dari sebuah peristiwva adanya wali yang berbohong akan
perwaliannya, Kepala KUA Kecamatan Gambut memiliki pandangan bahwa wali
nikah dapat memiliki sifat fasik yang mempengaruhi keabsahan pernikahan. Hal ini
menjadi ketertarikan penelitian untuk meneliti pendapat tokoh masyarakat yakni
kepala KUA, MUI dan Pimpinan Pondok Pesantren terhadap tentang wali fasik.
Adapun rumusan masalah penelitian 1) untuk mengetahui pendapat serta
penyelesaian dari masalah tersebut tentang Wali Fasik. 2) untuk mengetahui alasan
dan dasar hukum pendapat kepala KUA Gambut, MUI Kabupaten Banjar dan
Pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum terhadap Wali Fasik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat dari Kepala
KUA Gambut MUI Kabupaten Banjar Serta Pimpinan Pondok Pesantren Manbaul
Ulum Terhadap Wali Fasik tersebut serta alasan-alasan yang mendasari tentang
status pernikahan dalam keadaan fasik..

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan
melakukan penelitian langsung ke lapangan (field research). Untuk mengumpulkan
data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.
Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan
matriks.

Hasil penelitian menunjukan ada dua pandangan berbeda. Pertama, bahwa
wali fasik akan mempengaruhi keabsahan sebuah pernikahan. Sesuai alasan dan
dasar yang diberikan pendapat dari Kepala KUA Gambut dan MUI Kabupaten
Banjar bahwa syarat wali nikah tidak terlepas dari adil dan juga tidak terpisah dari
kefasikan. Kedua, wali fasik tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan sesuai
alasan dan dasar pendapat dari Pimpinan Pondok Pesantren karena fasik tidak
termasuk dalam syaratnya seorang wali, wali fasik tetap boleh menjadi wali dalam
sebuah pernikahan tersebut karena tidak mengurangi syarat sah dalam pernikahan.



